Sekilas Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

Oleh: Ridhanto Saksono, SH

Pendahuluan

Semakin banyaknya gugatan yang
dilayangkan oleh beberapa perusahaan
kepada kementerian tenaga kerja dan
transmigrasi di Pengadilan Tata Usaha
Negara, tercatat sejak awal tahun 2013
sampai dengan bulan September 2013
sudah ada 6 (enam) perkara gugatan/kasus
vang ditangani Tim Kuasa Hukum
Menakertrans. beberapa gugatan tersebut
antara lain mengenai pencabutan Surat [zin
Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja dan
hasil pemeriksaan pegawai pengawas
ketenagakerjaan.

Sebenarnya apakah Pengadilan TUN itu ?
apa  saja  kompetensi  (kewenangan)
Pengadilan TUN ? apakah objek sengketa
Pengadilan TUN ? siapa saja yang dapat
berperkara di Pengadilan TUN ? serta hal-
hal lainnya, maka selanjutnya akan kami

sampaikan dalam bab--bab di bawah ini:

1) Pengadilan TUN Di Indonesia
Pengadilan Tata Usaha Negara Diatur
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata
Usaha Negara Jo Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara. Di Indonesia
sampai dengan saat ini memiliki 27 (dua
puluh tujuh) Pengadilan TUN yang tersebar
di seluruh Indonesia (Jakarta, Medan,
Palembang, Surabaya, Ujung Pandang,
Bandung, Semarang, Padang, Pontianak,
Banjarmasin, Manado, Kupang, Ambon,
Jayapura, Bandar Lampung, Samarinda,
Denpasar, Banda Aceh, Pekan Baru, Jambi,
Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari,

Yogyakarta, dan Mataram).

2) Kompetensi (Kewenangan)
Pengadilan TUN
Untuk lingkungan Pengadilan TUN

berdasarkan Undang-Undang Nomor §
Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata

Usaha Negara sebagaimana  diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal
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47  mengatur  tentang  kompetensi
Pengadilan TUN dalam sistem peradilan di
Indonesia yang bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
sengketa tata usaha negara.

Kewenangan Pengadilan untuk menerima,
memeriksa, memutus menyelesaikan
perkara yang

dikenal

diajukan ke Pengadilan

dengan kompetensi atau
kewenangan mengadili.

Pengadilan TUN mempunyai kompetensi
menyelesaikan sengketa di tingkat pertama.
Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara (Pengadilan Tinggi TUN) untuk
mengadili perkara di tingkat banding.
Berdasarkan Pasal 48 UU Nomor 5 Tahun
1986 jo UU No.9 Tahun 2004 Jo UU No.51
Tahun 2009, maka Pengadilan Tinggi TUN
merupakan  badan

peradilan  tingkat

pertama, terhadap putusan Pengadilan
Tinggi TUN tersebut tidak ada upaya
banding melainkan kasasi.
Kompetensi (kewenangan) suatu badan
pengadilan untuk mengadili suatu perkara
dapat dibedakan atas kompetensi absolut
dan Kompetensi Relatif.
1) Kompetensi Absolut
Kompetensi absolut berkaitan dengan
kewenangan Peradilan TUN untuk
mengadili suatu perkara menurut objek,
materi atau pokok sengketa. Adapun

yang menjadi objek sengketa adalah

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No.5
Tahun 1986 jo UU No.9 Tahun 2004 jo UU
No.51 tahun 2009; bahwa Keputusan TUN
adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata
usaha negara yang berisi tindakan hukum
usaha yang berdasarkan

tata negara

peraturan perundang-undangan

yang
berlaku, yang bersifat konkret, individual,
dan final, yang menimbulkan akibat hukum
bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Kompetensi Absolut Pengadilan TUN
adalah sengkata tata usaha negara yang
timbul dalam bidang Tata Usaha Negara
antara orang atau Badan Hukum Perdata
dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara, baik di pusat maupun di daerah,
sebagi akibat dikeluarkannya Keputusan
Tata Usaha Negara, termasuk sengketa
berdasarkan

kepegawaian peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No.5
Tahun 1986 Jo UU No.9 Tahun 2004 Jo UU
No.51 Tahun 2009, Sengketa Tata Usaha
Negara adalah sengketa yang timbul dalam
bidang Tata Usaha Negara antara orang atau
badan hukum perdata dengan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat
daerah, akibat

maupun  di sebagail

dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha
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Negara, termasuk sengketa kepegawaian
berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

1) Kompetensi Relatif

Kompetensi  relatif suatu  badan
pengadilan ditentukan oleh batas
daerah  hukum  yang  menjadi
kewenangannya. Suatu badan
pengadilan  dinyatakan  berwenang
untuk memeriksa suatu  sengketa
apabila salah satu pihak sedang
bersengketa (Penggugat/Tergugat)
berkediaman di salah satu daerah

hukum yang menjadi wilayah hukum
pengadilan itu.
Pengaturan relatif
Peradilan TUN diatur dalam Pasal 6
dan Pasal 54 UU :

Pasal 6 UU No.5 Tahun 1986 jo UU

No.9 Tahun 2004 Jo UU No.51 Tahun

kompetensi

2009 menyatakan :
(1) Pengadilan Tata
berkedudukan di

Usaha Negara
ibukota
kabupaten/kota, dan daerah
hukumnya meliputi kabupaten/kota.
(2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara berkedudukan di ibukota
provinsi dan daerah hukumnya
meliputi wilayah provinsi.
Saat ini Pengadilan Tinggi TUN ada 4

(empat) yaitu PT.TUN Medan, Jakarta

Surabaya, dan Makasar di seluruh wilayah

Indonesia,' schingga PTUN  wilayah
hukumnya meliputi beberapa kabupaten dan
PTUN Medan

meliputi

kota  seperti wilayah
hukumnya
Sumatra Utara dan PT. TUN

hukumnya meliputi provinsi-provinsi yang

wilayah  provinsi

wilayah

ada di Sumatera.

Terkait kompetensi yang berkaitan dengan

tempat kedudukan atau tempat kediaman

para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat.

Pasal 54 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No.9

tahun 2004 Jo UU No.51 Tahun 2009, diatur

sebagai berikut:

Gugatan sengketa Tata Usaha Negara

diajukan kepada Pengadilan yang berwenang

yang daerah hukumnya meliputi tempat
kedudukan Tergugat.

(1) Apabila tergugat lebih dari satu Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara dan
berkedudukan tidak dalam satu daerah
hukum Pengadilan, gugatan diajukan

yang

hukumnya meliputi tempat kedudukan

Tata

kepada  Pengadilan daerah
salahsatu Badan atau Pejabat
Usaha Negara.

Dalam hal

berada dalam daerah hukum Pengadilan

(2) tempat kedudukan tidak

tempat kediaman penggugat, maka

gugatan dapat diajukan ke Pengadilan

yang daerah hukummnya meliputi
tempat kediaman penggugat untuk
selanjutnya diteruskan kepada

Pengadilan yang bersangkutan.

61




3)

(3) Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan
sifat sengketa Tata Usaha Negara
yang bersangkutan yang diatur

dengan Peraturan Pemerintah,

gugatan dapat diajukan kepada
Pengadilan yang berwenang yang
daerah hukumnya meliputi tempat
kediaman penggugat.

(4) Apabila penggugat dan tergugat

berkedudukan atau berada di luar

negeri, gugatan diajukan kepada
Pengadilan di Jakarta.

(5) Apabila tergugat berkedudukan di
dalam negeri dan penggugat di luar
negeri, gugatan diajukan kepada

Pengadilan di tempat kedudukan
tergugat.
(6) Dengan demikian gugatan pada
prinsipnya diajukan ke pengadilan di
tempat Tergugat dan hanya bersifat
eksepsional di tempat Penggugat
diatur menurut Peraturan pemerintah.
Hanya sampai sekarang Peraturan

Pemerintah tersebut belum ada.

Objek Sengketa Tata Usaha Negara
Objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha
Negara adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yakni

suatu  penetapan tertulis

yang
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara yang berisi

tindakan hukum Tata Usaha Negara

yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang bersifat
konkret, individual,

akibat

dan final,yang

menimbulkan hukum  bagi

seseorang atau badan hukum perdata
(Pasal I angka 3 UU No.5 Tahun 1986
jo UU No.9 Tahun 2004 Jo UU No.51
Tahun 2009).

Keputusan Tata Usaha fiktif negatif

Objek sengketa PTUN  termasuk
keputusan Tata Usaha vyang fiktif
negatif sebagaimana dimaksud Pasal 3
UU No.5 Tahun 1986 jo UU No. 9
Tahun 2004, yaitu:

(1) Apabila Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara tidak mengeluarkan
keputusan, sedangkan hal itu

menjadi kewajibannya, maka hal

tersebut disamakan dengan
Keputusan Tata Usaha Negara.

(2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara tidak mengeluarkan
keputusan yang dimohon, sedangkan

waktu

jangka schbagaimana

ditentukan data peraturan
perundang-undangan dimaksud telah
lewat,maka Badan atau Pejabat Tata
Usaha

telah

Negara terscbut dianggap

menolak mengeluarkan
keputusan yang dimaksud.
(3) Dalam hal

peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan tidak
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menentukan Jangka waktu

sebagaimana  dimaksud  dalam
ayat(2), maka setelah lewat jangka
waktu empat bulan sejak di
terimanya permohonan, Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara yang
bersangkutan dianggap telah

mengeluarkan keputusan penolakan.
Jadi jika jangka waktu telah lewat
sebagaimana ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan atau setelah lewat
empat bulan sejak diterimanya
permohonan, Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara itu tidak mengeluarkan
keputusan yang dimohonkan, maka Badan
atau Pejabat tata Usaha tersebut dianggap
telah mengeluarkan keputusan penolakan.
Sikap pasif badan/Pejabat tata usaha
tidak

keputusan itu dapat disamakan dengan

negara  yang mengeluarkan

keputusan tertulis yang berisi penolakan

meskipun  tidak tertulis. Keputusan
demikian disebut keputusan fiktif-negatif.
Fiktif tidak

keputusan tertulis,tetapi dapat dianggap

artinya mengeluarkan
telah mengeluarkan keputusan tertulis.

Sedangkan negatif berarti karena isi
keputusan itu berupa penolakan terhadap
suatu permohonan.

Keputusan fiktif negatif merupakan
perluasan dari keputusan tata usaha negara
tertulis

yang menjadi objek dalam

sengketa tata usaha negara.

4) Sengketa Tata Usaha Negara

Pasal 1 angka 4 UU No.5 Tahun 1986 jo
UU No.9 Tahun 2004 menyatakan

Sengketa Tata Usaha Negara adalah
sengketa yang timbul dalam bidang Tata
Usaha Negara antara orang atau badan
hukum perdata dengan Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun
di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk
berdasarkan

sengketa kepegawaian

peraturan untuk mendapatkan putusan.

Kekuasaan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pasal 48 UU No.5 Tahun 1986 jo UU
No.9 Tahun 2004, menyatakan dalam hal

suatu badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara diberi wewenang oleh atau
berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk menyelesaikan secara

administratif sengketa Tata Usaha Negara
tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan
atau tanpa disertai tuntuan ganti rugi
dan/administratif yang tersedia.
Pengadilan baru berwenang memeriksa
memutus, dan menyelesaiakan sengketa
Tata Usaha Negara, jika seluruh upaya
administrasi yang bersangkutan telah
digunakan.

Pengadilan tidak berwenang memeriksa

memutus, dan menyelesaikan sengketa
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Tata Usaha Negara tertentu dalam hal
keputusan yang  disengketakan  1tu
dikeluarkan:

a. dalam waktu perang, keadaan bahaya,
keadaan bencana alam, atau keadaan
luar biasa yang membahayakan,
berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

b. dalam keadaan mendesak untuk
kepentingan ~ umum  berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

6) Siapa yang dapat berperkara di Pengadilan

Tata Usaha Negara ?

a. Penggugat
Dalam Pasal 53 UU No.5 Tahun 1986
jo UU No.9 Tahun 2004 menyebutkan
Orang atau badan hukum perdata yang
merasa kepentingannya dirugikan oleh
suatu Keputusan Tata Usaha Negara
dapat mengajukan gugatan tertulis
kepada pengadilan yang berwenang
yang berisi tuntutan agar Keputusan
Tata Usaha Negara yang disengketakan
itu dinyatakan batal atau tidak sah,
dengan atau tanpa disertai tuntutan
ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
Orang atau badan hukum perdata yang
merasa kepentingannya dirugikan oleh

suatu Keputusan  Tata  Usaha

Negara (Penggugat) dapat mengajukan
permohonan penundaan pelaksanaan
keputusan tata usaha negara yang
dijadikan  objek  gugatan  selama
pemeriksaan sengketa tata usaha negara
sedang berjalan sampai ada putusan
Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap sebagaimana
diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU No.5
Tahun 1986 jo UU No.9 Tahun 2004.

Pasal 53 ayat (2) UU No.9 Tahun 2004
menyebutkan Alasan-alasan yang dapat
digunakan  dalam gugatan itu
bertentangan dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik.

Yang dimaksud asas-asas umum
pemerintahan yang baik adalah meliputi
asas:

Kepastian hukum:

tertib penyelenggaraan negara;

keterbukaan;

—  proporsionalitas;

I

profesionalitas;

akuntabilitas;

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme.
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b. Tergugat
Tergugat adalah badan atau pejabat tata
usaha negara yang mengeluarkan
keputusan berdasarkan wewenang yang
ada padanya atau yang dilimpahkan
kepadanya, yang di gugat oleh orang
atau badan hukum perdata
sebagaimana diatur dalam Pasal |
angka 6 UU No.5 Tahun 1986 jo UU
No.9 Tahun 2004.
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

adalah Badan atau Pejabat

yang

melaksanakan urusan pemerintahan

berdasarkan  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku.

7) Gugatan

Gugatan dapat diajukan hanya dalam
tenggang waktu sembilan puluh hari
terhitung sejak saaat diterimanya atau
diumumkannya Keputusan Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara.Gugatan harus

memuat:
a. nama, kewarganegaraan, tempat
tinggal, dan pekerjaan penggugat,

atau kuasanya.
b. nama, jabatan dan tempat kedudukan
tergugat;

c. dasar gugatan dibuat dan

ditandatangani oleh seorang kuasa

penggugat, maka gugatan harus

disertai surat kuasa yang sah.

Gugatan sedapat mungkin juga disertai

Keputusan Tata Usaha Negara

yang
disengketakan oleh Penggugat.

Dalam Pasal 59 UU No.5 Tahun 1986 jo
UU No.9 Tahun 2004. untuk mengajukan
gugatan, penggugat membayar uang muka
biaya perkara, yang besarnya ditaksir oleh
Panitera Pengadilan.

Sctelah Penggugat membayar uang muka
biaya perkara, gugatan dicatat dalam daftar
perkara  oleh  Panitera  Pengadilan.
Sclambat-lambatnya dalam jangka waktu
tiga puluh hari sesudah gugatan dicatat,
Hakim menentukan hari, jam, dan tempat
persidangan, dan menyuruh memanggil
kedua belah pihak untuk hadir pada waktu
tempat yang telah ditentukan. Surat
panggilan kepada tergugat disertai sehelai
salinan gugatan dengan pemberitahuan
bahwa gugatan itu dapat dijawab dengan
tertulis.

Penggugat dapat mengajukan permohonan

kepada Ketua Pengadilan untuk
bersengketa dengan cuma-cuma.
Permohonan  diajukan  pada  waktu

penggugat mengajukan gugatannya disertai
dengan surat keterangan tidak mampu dari
kepala desa atau lurah di tempat kediaman
pemohon, yang harus dinyatakan bahwa
pemohon itu betul-betul tidak mampu
membayar biaya perkara (Pasal 61 UU
No.5 Tahun 1986 jo UU No.9 Tahun

2004).
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Pasal 61 UU No.5 Tahun 1986 jo UU
No.9 Tahun 2004 Permohonan berperkara
secara cuma-cuma harus diperiksa dan
sebelum

dilakukan

ditetapkan oleh Pengadilan

pokok sengketa diperiksa,
dengan Penetapan yang diambil di tingkat
dan  terakhir.

pertama Penetapan

Pengadilan yang telah mengabulkan
permohonan penggugat untuk bersengketa
dengan cuma-cuma di tingkat pertama,

juga berlaku di tingkat banding dan kasasi.

Dalam Pasal 62 UU No.5 Tahun 1986 jo
UU No9 Tahun 2004, dalam rapat

permusyawaratan, Ketua  Pengadilan
berwenang memutuskan dengan suatu
penetapan  yang dilengkapi dengan

pertimbangan-pertimbangan bahwa
gugatan yang diajukan itu dinyatakan
tidak diterima atau tidak berdasar, dalam
hal:

a.pokok gugatan

tidak

tersebut nyata-nyata

termasuk dalam wewenang
Pengadilan;

b.syarat-syarat gugatan tidak dipenuhi
oleh penggugat sekalipun ia telah diberi
tahu dan diperingatkan;

¢. gugatan tersebut tidak didasarkan pada
alasan-alasan yang layak;

d.apa yang dituntut

sudah

dalam gugatan

sebenarnya terpenuhi  oleh
Keputusan Tata Usaha Negara yang

digugat;

e. gugatan diajukan sebelum waktunya

atau telah lewat waktunya.
Penetapan sebagaimana di atas diucapkan
dalam rapat permusyawaratan sebelum hari
persidangan ditentukan dengan memanggil
kedua belah pihak untuk mendengarkannya.
Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan

dengan surat tercatat oleh  Panitera

Pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan.

Terhadap  penetapan  dapat  diajukan

perlawanan  kepada Pengadilan dalam

tenggang waktu empat belas hari setelah
Perlawanan tersebut

diucapkan. diajukan

sesuai  dengan  ketentuan

dimaksud dalam Pasal 56 UU No.5 Tahun
1986 jo UU No.9 Tahun 2004, Perlawanan

sebagaimana

diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dengan
acara singkat. Dalam hal perlawanan tersebut
dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan
gugur demi hukum dan pokok gugatan akan
diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut
acara biasa. Terhadap putusan mengenai
perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya

hukum.

8) Pemeriksaan Persiapan
Sebelum pemeriksaan pokok sengketa
dimulai, Hakim wajib mengadakan
pemeriksaan persiapan untuk melengkapi

gugatan yang kurang jelas.
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Dalam pemeriksaan persiapan, Hakim:

a. wajib memberi nasihat kepada
penggugat untuk memperbaiki
gugatan dan melengkapinva dengan
data yang diperlukan dalam jangka

waktu tiga puluh hari;

b. Dapat meminta penjelasan kepada
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

yang bersangkutan.

c. Apabila dalam jangka waktu tiga
puluh  hari  penggugat  belum
menyempurnakan gugatannya, maka
Hakim menyatakan dengan putusan

bahwa gugatan tidak dapat diterima.

d. Terhadap putusan apabila gugatan
tidak dapat diterima karena jangka
waktu tiga puluh hari Penggugat
belum menyempurnakan gugatannya
tidak dapat digunakan upaya hukum,
tetapi Penggugat dapat mengajukan

gugatan baru.

9) Penundaan pelaksanakannya Keputusan

Badan/Pejabat tata usaha negara.

Gugatan tidak menunda atau menghalangi
dilaksanakannya Keputusan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

yang digugat.

Penggugat dapat mengajukan permohonan
agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha
Negara itu ditunda selama pemeriksaan
sengketa Tata Usaha Negara sedang
berjalan, sampai ada putusan Pengadilan

vang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Permohonan Penundaan pelaksanakannya

Keputusan Badan/Pejabat tata usaha

negaradapat diajukan sekaligus dalam

gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu
dari pokok sengketanya.

Permohonan penundaan tersebut:

a. dapat dikabulkan hanya apabila
terdapat  keadaan  yang  sangat
mendesak yang mengakibatkan
kepentingan penggugat sangat
dirugikan jika Keputusan Tata Usaha
Negara yang digugat itu tetap

dilaksanakan:

b. tidak  dapat dikabulkan apabila
kepentingan umum dalam rangka
pembangunan mengharuskan

dilaksanakannya keputusan tersebut.

10) Pemeriksaan Perkara di Tingkat Pertama,
dengan acara biasa
Pengadilan  memeriksa dan  memutus
sengketa Tata Usaha Negara dengan tiga
orang Hakim. Pengadilan bersidang pada
hari  yang  ditentukan dalam  surat

panggtlan.
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Pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara
dalam persidangan dipimpin oleh Hakim
Ketua Sidang. Hakim Ketua Sidang wajib
menjaga supaya tata tertib dalam
persidangan tetap ditaati setiap orang dan
segala perintahnya dilaksanakan dengan
baik.

Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak
hadir di persidangan pada hari pertama
dan pada hari yang ditentukan dalam
panggilan yang kedua tanpa alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan, meskipun
setiap kali dipanggil dengan patut,
gugatan dinyatakan gugur dan penggugat
harus membayar biaya perkara. Apabila
hal ini berhak

terjadi, penggugat

memasukkan gugatannya sekali lagi
sesudah membayar uang muka biaya

perkara.

Dalam hal Tergugat atau kuasanya tidak
hadir di persidangan dua kali sidang
berturut-turut dan/atau tidak menanggapi
gugatan tanpa alasan yang dapat
dipertanggung jawabkan meskipun setiap
kali telah dipanggil dengan patut, maka
Surat

Hakim Ketua Sidang dengan

penetapan meminta atasan tergugat
memerintahkan tergugat hadir dan/atau
menanggapi gugatan. Dalam hal setelah

lewat dua bulan sesudah dikirimkan

dengan Surat tercatat penetapan tidak

diterima berita, baik dari atasan tergugat
maupun dari tergugat, maka Hakim Ketua
Sidang menetapkan hari sidang berikutnya

dan pemeriksaan sengketa  dilanjutkan

menurut acara biasa, tanpa hadirnya tergugat.

Putusan terhadap pokok gugatan dapat

dijatuhkan  hanya setelah  pemeriksaan

mengenai  segi  pembuktiannya  dilakukan

secara tuntas.

Dalam hal terdapat lebith dari seorang

tergugat dan seorang atau lebith di antara

mereka atau kuasanya tidak hadir di
persidangan tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan, pemeriksaan

sengketa itu dapat ditunda sampai hari sidang
yang ditentukan Hakim Ketua Sidang.

Penundaan sidang itu diberitahukan kepada
pihak yang hadir, sedang terhadap pihak yang
hadir oleh Hakim

tidak Ketua Sidang

diperintahkan untuk dipanggil sekali lagi.

Apabila pada hari penundaan sidang
sebagaimana di atas, tergugat atau kuasanya
masih ada vang tidak hadir, sidang
dilanjutkan tanpa kehadirannya.

Pemeriksaan  sengketa dimulai  dengan
membacakan isi gugatan dan surat yang

memuat jawabannya oleh Hakim Ketua

Sidang, dan jika tidak ada surat jawaban,
pihak

tergugat  diberi kesempatan untuk

mengajukan jawabannya.
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Hakim  Ketua  Sidang  memberikan
kesempatan kepada kedua belah pihak untuk
menjelaskan seperlunya hal yang diajukan
oleh mereka masing-masing.

Penggugat dapat mengubah alasan yang
mendasari gugatan hanya sampai dengan
replik, asal disertai alasan yang cukup serta
tidak merugikan kepentingan tergugat, dan
hal tersebut harus saksikan oleh Hakim.
Tergugat dapat mengubah alasan yang
mendasari jawabannya hanya sampai dengan
duplik, asal disertai alasan yang cukup serta
tidak merugikan kepentingan penggugat dan
hal tersebut harus dipertimbangkan dengan
seksama oleh Hakim.

Penggugat dapat sewaktu-waktu
mencabut gugatannya sebelum tergugat
memberikan jawaban. Apabila tergugat
sudah memberikan jawaban atas gugatan itu,
pencabutan gugatan, oleh penggugat akan
dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila

disetujui tergugat.

11) Eksepsi kewenangan absolut

Eksepsi tentang Kewenangan absolut
Pengadilan dapat diajukan setiap waktu
selama pemeriksaan, dan meskipun tidak
ada eksepsi tentang Kewenangan absolut
Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal
itu, 1a karena jabatannya  wajib
menyatakan bahwa Pengadilan tidak
berwenang mengadili sengketa yang

bersangkutan.

12) Kewenangan relatif Pengadilan

Kewenangan relatif pengadilan diajukan
sebelum disampaikan jawaban atas pokok
sengketa, dan eksepsi tersebut harus
diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
Eksepsi  lain  yang tidak mengenai
Kewenangan Pengadilan hanya dapat
diputus bersama dengan pokok sengketa.
Dalam Pasal 80 UU No.5 Tahun 1986 jo
UU No.9 Tahun 2004 Hakim Ketua Sidang
berhak di dalam sidang memberikan
petunjuk  kepada para pihak yang
bersengketa mengenai upaya hukum dan
alat bukti yang dapat digunakan oleh
mereka dalam sengketa.

Dengan izin Ketua Pengadilan, penggugat,
tergugat, dan penasihat hukum dapat
mempelajari berkas perkara dan surat-surat
resmi lainnya yang bersangkutan di
kepaniteraan dan membuat  kutipan
seperlunya.

Para pihak yang bersangkutan dapat
membuat atau menyuruh membuat salinan
atau petikan segala surat pemeriksaan
perkaranya, dengan biaya sendiri setelah
memperoleh 1zin Ketua Pengadilan yang
bersangkutan.

Selama pemeriksaan berlangsung, setiap
orang yang berkepentingan dalam sengketa
pihak lain yang sedang diperiksa oleh
Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri
dengan mengajukan permohonan, maupun

atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam
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sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak
sebagai:

a. pihak yang membela haknya, atau

b. peserta yang bergabung dengan salah satu

pihak yang bersengketa.

Permohonan dapat dikabulkan atau ditolak
oleh Pengadilan dengan putusan yang
dicantumkan dalam berita acara sidang.
banding

tidak

Permohonan terhadap putusan

Pengadilan dapat diajukan
tersendiri,tetapi harus bersama-sama dengan
permohonan banding terhadap putusan akhir

dalam pokok sengketa.

13) Saksi

Atas permintaan salah satu pihak, atau
karena jabatannya, Hakim Ketua Sidang
dapat memerintahkan seorang saksi untuk
didengar dalam persidangan. Apabila
saksi tidak datang tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan meskipun telah
dipanggil dengan patut dan Hakim cukup
mempunyai alasan untuk menyangka
bahwa saksi sengaja tidak datang, Hakim
Ketua Sidang dapat memberi perintah
Saksi

kepersidangan. Seorang saksi yang tidak

supaya dibawa oleh polisi
daerah hukum
tidak

diwajibkan datang di Pengadilan tersebut,

bertempat tinggal di

Pengadilan yang bersangkutan

tetapi pemeriksaan saksi itu dapat
diserahkan kepada Pengadilan yang
daerah  hukumnya meliputi  tempat

kediaman saksi.

Saksi dipanggil ke persidangan seorang demi
seorang. Hakim Ketua Sidang menanyakan
kepada saksi nama lengkap, tempat lahir,
umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,
kewarganegaraan, tempat tinggal, agama atau
kepercayaannya, pekerjaan, derajat hubungan
keluarga, dan hubungan kerja dengan
penggugat atau tergugat. Sebelum memberi
keterangan, saksi wajib mengucapkan
sumpah atau janji menurut agama atau

kepercayaannya.

Pasal 88 UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.9
Tahun 2004 yang tidak boleh didengar
sebagai saksi adalah:

a. Keluarga sedarah atau semenda menurut
garis keturunan lurus ke atas atau ke
bawah sampai derajat kedua dari salah
satu pihak yang bersengketa;

b. istri atau suami salah seorang pihak yang
bersengketa meskipun sudah bercerai;

¢. anak yang belum berusia tujuh belas
tahun;

d. orang sakit ingatan.

Orang yang dapat minta pengunduran diri

dari kewajiban untuk memberikan kesaksian

ialah:

a. saudara laki-laki dan perempuan, ipar
laki-laki dan perempuan salah satu pihak;

b. setiap orang yang karena martabat,
pekerjaan, atau jabatannya diwajibkan
merahasiakan sesuatu

segala yang

berhubungan dengan martabat, pekerjaan,
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atau jabatannya itu. Ada atau tidak adanya
dasar kewajiban untuk merahasiakan segala
sesuatu diserahkan kepada pertimbangan
Hakim.

Pertanyaan yang diajukan kepada saksi
oleh salah satu pihak disampaikan melalui
Hakim Ketua Sidang. Apabila pertanyaan
tersebut menurut pertimbangan Hakim Ketua
Sidang tidak ada kaitannya dengan sengketa,
pertanyaan itu ditolak Apabila penggugat
atau saksi tidak paham bahasa Indonesia,
Hakim Ketua Sidang dapat mengangkat
ahli alih  bahasa.

melaksanakan tugasnya ahli alih bahasa

seorang Sebelum
| tersebut wajib mengucapkan sumpah atau
janji menurut agama atau kepercayaannya
untuk mengalihkan bahasa yang dipahami
oleh penggugat atau saksi ke dalam bahasa
Indonesia dan sebaliknya dengan sebaik-
baiknya. Orang yang menjadi saksi dalam
sengketa tidak boleh ditunjuk sebagai ahli
alih bahasa dalam sengketa tersebut.

Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji
dan di dengar dalam persidangan Pengadilan
dengan dihadiri oleh para pihak yang
bersengketa. Apabila yang bersengketa telah
dipanggil secara patut, tetapi tidak datang
tanpa alasan yang dapat dipertanggung
jawabkan, maka saksi dapat di dengar
keterangannya tanpa hadirnya pihak yang
bersengketa.

Dalam hal saksi yang akan didengar tidak

dapat hadir di persidangan karena halangan

yang dapat dibenarkan oleh hukum, Hakim
dibantu oleh Panitera datang di tempat
kediaman saksi untuk me‘ngambil sumpah
atau janjinya dan mendengar saksi tersebut.

Dalam hal salah satu pihak yang datang pada
hari persidangan pertama ternyata tidak

datang pada hari persidangan selanjutnya

Hakim Ketua Sidang menyuruh
memberitahukan kepada pihak tersebut
waktu, hari, dan tanggal persidangan

berikutnya. Dalam hal pihak sebagaimana
tersebut tetap tidak hadir tanpa alasan yang

dapat dipertanggungjawabkan sekalipun saksi

telah  diberitahu secara patut, maka
pemeriksaan  dapat  dilanjutkan  tanpa
kehadirannya.

Pasal 97 UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.9

Tahun 2004 menjelasakan  apabila
pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan,

kedua belah pihak diberi kesempatan untuk

mengemukakan pendapat yang terakhir
berupa kesimpulan masing-masing. Setelah
kedua  belah  pihak  mengemukakan

kesimpulan, maka Hakim Ketua Sidang
menyatakan bahwa sidang ditunda untuk
memberikan Kkesempatan kepada Majelis
Hakim bermusyawarah dalam ruangan
tertutup untuk mempertimbangkan segala

sesuatu guna putusan sengketa tersebut.

14) Putusan

Putusan dalam musyawarah majelis yang

dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis
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‘ merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali

%jika setelah diusahakan dengan sungguh-

|
' sungguh tidak dapat dicapai permufakatan

ébulat, putusan diambil dengan suara

%terbanyak. Apabila musyawarah majelis

tidak  dapat  menghasilkan  putusan,
permusyawaratan ditunda sampai
musyawarah majelis berikutnya. Apabila

dalam musyawarah majelis berikutnya tidak
dapat diambil suara terbanyak, maka suara
terakhir Hakim Ketua Majelis yang
menentukan.

Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan pada
hari itu juga dalam sidang yang terbuka
untuk umum, atau ditunda pada hari lain
yang harus diberitahukan kepada kedua belah

‘pihak.

15) Putusan Pengadilan dapat berupa:
a. gugatan ditolak;
b. gugatan dikabulkan;
c. gugatan tidak diterima;

d. gugatan gugur.

Dalam hal gugatan dikabulkan, maka
dalam putusan Pengadilan tersebut dapat

ditetapkan  kewajiban harus

yang
dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata
Usaha

Negara mengeluarkan

yang
Keputusan Tata Usaha Negara.

Kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan

atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha

Negara berupa :

a. pencabutan Keputusan Tata Usaha

Negara yang bersangkutan; atau

b. pencabutan Keputusan Tata Usaha
Negara yang bersangkutan dan
menerbitkan  Keputusan Tata Usaha

Negara yang baru; atau,

c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara

dalam hal gugatan didasarkan.

Kewajiban tersebut di atas dapat disertai
pembebanan ganti rugi. Dalam hal putusan
Pengadilan yang menyangkut kepegawaian,
maka di samping kewajiban yang harus
dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan
Tata Usaha Negara, dapat disertai pemberian

rehabilitasi.

16) Pembuktian

Alat bukti ialah :

a. surat atau tulisan;

b. keterangan ahli;

c. keterangan saksi:

d. pengakuan para pihak;

e. pengetahuan Hakim.

Keadaan yang telah diketahui oleh umum

tidak perlu dibuktikan.

Surat sebagai alat bukti terdiri atas tiga

jenis ialah :
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a. akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh
atau di hadapan seorang pejabat umum,
yang menurut peraturan perundang-
undangan berwenang membuat surat itu
dengan maksud untuk dipergunakan
sebagai alat bukti tentang peristiwa atau

peristiwa hukum yang tercantum di

dalamnya,

b. akta di bawah tangan, yaitu surat yang
dibuat dan  ditandatangani  oleh
pihakpihak

c. yang bersangkutan dengan maksud

untuk dipergunakan sebagai alat bukti

d. tentang peristiwa atau peristiwa hukum

yang tercantum di dalamnya;
€. surat-surat lainnya yang bukan akta.

17) Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah pendapat orang
yang diberikan di bawah sumpah dalam
persidangan tentang hal yang ia ketahui
menurut pengalaman dan pengetahuannya.
Atas permintaan kedua belah pihak atau
salah satu pihak atau karena jabatannya
Hakim Ketua Sidang dapat menunjuk
seseorang atau beberapa orang ahli.
Seorang ahli dalam persidangan harus
memberi keterangan baik dengan surat
maupun dengan lisan, yang dikuatkan
dengan atau menurut

sumpah janji

kebenaran  sepanjang pengetahuannya

vang sebaik-baiknya. Keterangan saksi

dianggap sebagai alat bukti apabila
keterangan itu berkenaan dengan hal yang
dialami, dilihat. atau didengar oleh saksi
sendiri.

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik
kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat
dan dapat diterima oleh Hakim.

Hakim

dibuktikan,

menentukan

beban

apa yang harus

pembuktian  beserta
penilaian pembuktian, dan untuk sahnya
pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya

dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim.

18) Ist Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan harus diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum.
Apabila salah satu pihak atau kedua belah
pihak tidak hadir pada waktu putusan
Pengadilan  diucapkan, atas perintah
Hakim Ketua Sidang salinan putusan itu
disampaikan dengan surat tercatat kepada
vang bersangkutan.

Tidak dipenuhinya ketentuan
sebagaimana diatas berakibat putusan
tidak dan  tidak

Pengadilan sah

mempunyai kekuatan hukum.

Ist Putusan Pengadilan harus memuat :

a. Kepala putusan yang berbunyi
"DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA",

73




b. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat
kediaman, atau tempat kedudukan para
pihak yang bersengketa;

c. ringkasan gugatan dan jawaban tergugat
yang jelas;

d. pertimbangan dan penilaian setiap bukti

yang diajukan dan hal yang terjadi dalam

persidangan  selama  sengketa  itu
diperiksa;
¢. alasan hukum yang menjadi dasar

putusan;
f. amar putusan tentang sengketa dan biaya
perkara;
g. hari, tanggal putusan, nama Hakim yang
memutus, nama Panitera, serta
keterangan tentang hadir atau tidak

hadirnya para pihak.

| Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan dapat
menyebabkan batalnya putusan Pengadilan.

Selambat-lambatnya tiga puluh hari sesudah
putusan Pengadilan diucapkan, putusan itu
harus ditandatangani oleh Hakim yang
memutus dan Panitera yang turut bersidang,.

Apabila Hakim Ketua Majelis atau dalam hal
pemeriksaan dengan acara cepat Hakim
Ketua Sidang berhalangan menandatangani,
maka putusan Pengadilan ditandatangani
oleh Ketua Pengadilan dengan menyatakan
berhalangannya Hakim Ketua Majelis atau
Apabila

Hakim Ketua Sidang tersebut.

Hakim  Anggota Majelis  berhalangan
menandatangani, maka putusan Pangadilan

ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis

dengan menyatakan berhalangannya Hakim

Anggota Majelis tersebut. Pihak yang
dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian
dihukum membayar biaya perkara.
Yang termasuk dalam biaya perkara ialah :
a. biaya kepaniteraan dan biaya meterai;
b. biaya saksi, ahli, dan alih bahasa dengan
catatan bahwa pihak yang meminta

pemeriksaan lebih dari lima orang saksi

harus membayar biaya untuk saksi yang
lebih itu meskipun pihak tersebut
dimenangkan;

c. biaya pemeriksaan di tempat lain dari
ruangan sidang dan biaya lain yang
diperlukan bagi pemutusan sengketa
atas perintah Hakim Ketua Sidang.

Jumlah biaya perkara yang harus dibayar

oleh penggugat dan/atau tergugat disebut

dalam amar putusan akhir Pengadilan.

Putusan Pengadilan yang bukan putusan
akhir meskipun diucapkan dalam sidang,
tidak dibuat scbagai putusan tersendiri
melainkan hanya dicantumkan dalam berita
acara sidang.

Pihak yang berkepentingan langsung dengan
putusan Pengadilan dapat meminta supaya

diberikan kepadanya salinan resmi putusan

itu dengan membayar biaya salinan.

19) Pelaksanaan Putusan Pengadilan
Hanya putusan Pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap yang
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telah memperoleh kekuatan hukum tetap
yang dapat dilaksanakan.
Salinan putusan Pengadilan yang telah

memperoleh  kekuatan  hukum tetap,
dikirimkan kepada para pihak dengan surat
tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat
perintah  Ketua

atas Pengadilan

yang

mengadilinya  dalam  tingkat pertama
selambat-lambatnya dalam waktu empat
belas hari.

Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja
putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dikirimkan, tergugat
tidak melaksanakan kewajibannya, terkait
pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara
yang bersangkutan, maka Keputusan Tata
Usaha Negara yang disengketakan itu tidak
mempunyai kekuatan hukum lagi.

Dalam hal harus

tergugat  ditetapkan

melaksanakan kewajibannya terkait
pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara
menerbitkan

bersangkutan  dan

yang
Keputusan Tata Usaha Negara yang baru;
atau penerbitan Keputusan Tata Usaha
Negara dalam hal gugatan didasarkan apabila
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak
mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu
menjadi kewajibannya, dan kemudian setelah

90 (sembilan puluh) hari ternyata kewajiban

tersebut  tidak  dilaksanakannya, maka
penggugat mengajukan permohonan
kepada Ketua Pengadilan sebagaimana

dimaksud dalam gugatannya dapat memohon

kepada Pengadilan  supaya pemeriksaan

sengketa  dipercepat. agar  Pengadilan

memerintahkan  tergugat  melaksanakan
putusan Pengadilan tersebut.

Jika tergugat masih tetap tidak mau
melaksanakan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap
pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya
paksa berupa pembayaran sejumlah uang
paksa dan/atau sanksi administratif.

Pejabat yang tidak melaksanakan putusan
pengadilan diumumkan pada media massa

cetak setempat oleh panitera sejak tidak

terpenuhinya ketentuan sebagaimana
dimaksud di atas. Di samping
diumumkan pada media massa cetak

setempat, ketua pengadilan harus mengajukan

hal i kepada Presiden sebagai pemegang

kekuasaan  pemerintah  tertinggi  untuk
memerintahkan pejabat tersebut
melaksanakan putusan pengadilan, dan

kepada lembaga perwakilan rakyat untuk
menjalankan fungsi pengawasan.

Ketentuan mengenai besaran uang paksa,
jenis  sanksi administratif, dan tata cara
pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau
sanksi admuinistratif diatur dengan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 117 UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.9
Tahun 2004. sepanjang mengenai kewajiban

dalam putusan Pengadilan menyangkut
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kepegawaian, apabila tergugat tidak dapat

atau tidak dapat dengan sempurna

melaksanakan putusan Pengadilan yang telah
memperoleh  kekuatan  hukum  tetap
disebabkan oleh berubahnya keadaan yang
terjadi setelah putusan Pengadilan dijatuhkan
dan/atau memperoleh kekuatan hukum tetap,
ia wajib memberitahukan hal itu kepada
Ketua  Pengadilan,  salinan  putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak
dengan surat tercatat oleh  Panitera
Pengadilan setempat atas perintah Ketua
Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat
pertama selambat-lambatnya dalam waktu

. empat belas hari.

Dalam waktu tiga puluh hari setelah
menerima  pemberitahuan  sebagaimana
dimaksud di atas, penggugat dapat

. mengajukan permohonan kepada Ketua
Pengadilan yang telah méngirimkan putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap tersebut agar tergugat dibebani
kewajiban membayar sejumlah uang atau
kompensasi lain yang diinginkannya.

setelah  menerima

Ketua  Pengadilan

permohonan memerintahkan  memanggil
kedua belah pihak untuk mengusahakan
tercapainya persetujuan tentang jumlah uang
atau kompensasi lain yang harus dibebankan
kepada tergugat.

Apabila setelah diusahakan untuk mencapai

persetujuan tetapi tidak dapat diperoleh kata

sepakat rncngcrizri _mm}ah uang atau
kompensast lamn tersebut, Ketua Pengadilan
dengan penetapan yang disertai pertimbangan
yang cukup mencentukan jumlah uang atau

kompensasi lain yang dimaksud.

Penetapan Ketua Pengadilan tersebut dapat
diajukan baik oleh penggugat maupun oleh
tergugat kepada Mahkamah Agung untuk
ditetapkan kembali. Dan Mahkamah Agung
akan

mengeluarkan  putusan  yang wajib

ditaati kedua belah pihak.

20) Ganti Rugi

Dalam Pasal 120 UU No.S Tahun 1986 jo
UU No.9 Tahun 2004 Jo UU No.51 Tahun
2009), salinan putusan Pengadilan yang
berisi kewajiban membayar ganti  rugi
dikirimkan kepada penggugat dan tergugat
dalam waktu tiga hari setelah putusan
Pengadilan memperoleh kekuatan hukum
tetap. Salinan putusan Pengadilan tersebut
dikirimkan pula oleh Pengadilan kepada
Badan atau Pcjabat Tata Usaha Negara
yang dibebani kewajiban membayar ganti
rugi terscbut dalam waktu tiga hari setelah
putusan Pengadilan memperoleh kekuatan
hukum tetap.
beserta tata cara
terkait dengan
kewajiban bagi Badan atau Pejabat TUN:
Usaha

Besarnya ganti  rugi

pelaksanaan  ketentuan
¢ pencabutan Keputusan  Tata
Negara yang bersangkutan; atau
Tata Usaha

dan

e pencabutan  Keputusan

Negara  vang  bersangkutan
mcnerbitkan Keputusan  Tata  Usaha

Negara yang baru: atau
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e penerbitan Keputusan Tata Usaha

Negara dalam hal gugatan didasarkan

Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara tidak mengeluarkan
keputusan.

Maka akan diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah.

21) Rehabilitas:

Dalam Pasal 121 No.5 Tahun 1986 jo UU
No.9 Tahun 2004 Jo UU No.51 Tahun
2009), kaitannya dalam hal gugatan yang
berkaitan dengan bidang kepegawaian
dikabulkan, yang putusannya :

e pencabutan Keputusan Tata Usaha

Negara yang bersangkutan; atau
e pencabutan Keputusan Tata Usaha

Negara yang  bersangkutan dan
menerbitkan Keputusan Tata Usaha
Negara yang baru; atau

Usaha

Negara dalam hal gugatan didasarkan

e penerbitan Keputusan Tata
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
tidak mengeluarkan keputusan.

salinan putusan Pengadilan yang berisi

kewajiban tentang rehabilitasi dikirimkan

kepada penggugat dan tergugat dalam waktu
tiga hari setelah putusan itu memperoleh
kekuatan hukum tetap.

Salinan putusan Pengadilan yang berisi

rehabilitasi  tersebut,

kewajiban tentang

dikirimkan pula oleh Pengadilan kepada

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
dibebani kewajiban melaksanakan rehabilitasi
tersebut dalam waktu tiga hari setelah
putusan itu memperoleh kekuatan hukum

tetap.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

tentangPerubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara

Prosedur Beracara Di Tingkat Pengadilan
Tata Usaha Negara, H. Yodi Martono

Wahyunadi, SH., M.H.
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